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ABSTRAK

Tempat hiburan Karaoke menjadi hal lumrah di kota-kota besar, tetapi di
Kulon Progo yang merupakan daerah sedang berkembang, menjadi suatu hal yang
relatif baru. Dengan mulai banyak bermunculan usaha-usaha pariwisata dan
hiburan baru, salah satunya adalah usaha hiburan karoke ini. Untuk menjawab
perkembangan usaha dalam sektor pariwisata ini Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo telah mengeluarkan regulasi baru dengan menerbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata, untuk mengantikan regulasi sebelumnya Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha
Rekreasi dan Hiburan Umum. Dalam pelaksanaanya, kegiatan usaha hiburan
karoke masih ada saja pelangaran. Berangkat dari keadaan tersebut, timbulah
masalah mengenai kesesuaian pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
(TDUP) tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan
Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata. Selain itu, permasalahan juga timbul mengenai tindakan apa saja yang
diambil oleh Pemerintah terhadap pelanggaran yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangheld research dengan
menggunakan pendekatan vyuridis-empiris. Penelitian ini bersifat diskriptif-
analitis, di mana penelitian ini berusaha untuk mengambarkan, menguraikan, dan
menganalisa, pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke di
Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan Perda No. 6. Tahun 2015. Data dalam
penelitian ini didapatkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan telaah
dokumen.

Dari hasil penelitian yang telah penulis analisa, dapat diketahui bahwa
pelaksanaan TDUP tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo belum
sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata. Ketidaksesuian dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran
yang dilakukan tempat usaha hiburan karaoke seperti, masih banyak pelaku usaha
tempat hiburan karaoke yang belum memiliki TDUP, banyaknya tempat hiburan
karaoke berdiri di luar lokasi yang ditentukan, pelanggaran terhadap radius
pendirian usaha, pelanggaran terhadap jam operasional, pelanggaran terhadap
larangan aktivitas usaha di bulan Ramadhan, dugaan terhadap pelanggaran usia
minimum pengunjung. Selain itu tindakan yang diambil oleh instansi terkait
dirasa belum maksimal, hal ini didasarkan dengan belum adanya penutupan usaha
tempat hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu instrumen yang mengatur aspek-aspek
kehidupan di dalam masyarakat dan lahir dari kehidupan masyaudkat (
societas ibi ius Keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang,
menjadi keharusan instrumen hukum juga ikut berkembang, karena tanda
dari hukum yang baik adalah hukum yang berkembang mengikuti
perkembangan masyarakatnya.

Hukum sudah seharusnya menjadi instrumen serta alat
menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat, menjadi sebuah alat
penertib masayarakat dan alat rekayasa sostalcigl Engineering
Perkembangan masyarakat yang pesat ini sudah seharusnya diimbangi
dengan perkembangan hukum yang pesat pula. Hukum sendiri lahir dengan
salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam
masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan hukum dan perkembangan
masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan
suatu masyarakat yang tertib, teratur dan damai diperlukan instrumen yang
tepat, dan kiranya instrumen hukumlah yang tepat mengatasi masalah

tersebut.

! Sudikno MertokusumoMengenal Hukum Suatu PengantdlYogyakarta: Penerbit
Liberty, 2003), him. 80-81.



Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara Rukemjadi
suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan negara, yang dijalankan
oleh Pemerintah ataupun lembaga pemerintahan didasarkan pada hukum.
Dengan konsep negara hukum yang diterapkan Indonesia, pemerintah
diharapkan mewujudkan keadaan yang bersifat kompromistis, damai dan
penuh kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum juga memberikan
pengaruh terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Di mana setelah
reformasi atau tepatnya setelah amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan penegasan bahwa
Indonesia bukanlah negara yang menerapkan asas sentralisasi, tetapi negara
yang menerapkan asas desentralisasi, dengan tetap mempertahankan bentuk
negara kesatuan. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Penerapan asas desentralisasi diwujudkan dengan memberikan
otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 18 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Perubahan ke-3.

3 peter Mahmud MarzukiPengantar llmu Hukum(Jakarta: Penerbit Kencana, 2008),
him.76.



“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”. Serta Pasal 18 ayat (5) “Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”.

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti
bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan
urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada
perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan
kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga taerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan
pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pengaturan terhadap
wilayahnya, didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pengaturan yang diwewenangkan kepada
pemerintah diperlukan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan
(beschikkingenuntuk menghadapi peristiwa individual dan konkret. Sesuai
dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung
tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan , atau
sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud
dari ketetapan ini adalah izin. Tugas mengatur mempunyai makna bahwa

pemerintah terlibat dalam penertiban dan pelaksanaan peraturan perundang-

4 Ridwan HR,Hukum Administrasi NegardJakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 17.



undangan termasuk melahirkan sistem perizinan. Melalui instrumen
pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk
peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. 1zin
sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak
digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan
demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi
mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.

Salah satu sektor yang perlu diatur melalui instrumen perizinan di
daerah adalah sektor pariwisata. Dalam penelitian ini dikhususkan pada
instrumen perizinan pariwisata dalam bentuk Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP).

Sebelum lebih jauh membahas mengenai Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP) perlu kiranya diberikan pengantar mengenai pariwisata
itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan memberikan arti Wisata adalah kegiatan perjalanan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka

waktu sementaraSedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

5 Adrian Sutedi,Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Puyblikakarta: Sinar
Grafika, 2011), him.179-181.

® pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.



wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah D&aalkegiatan
Kepariwisataan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusiha.

Pariwisata yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang
ataupun sekelompok orang mengunjungi suatu tempat/daerah untuk
rekreasi, dalam kegiatan tersebut tentu ada interaksi antara wisatawan
dengan penduduk setempat. Adanya interaksi wisatawan dengan penduduk
setempat ini tentunya rawan akan timbulnya permasalahan ataupun konflik,
ini disebabkan adanya perbedaan adat-istiadat, nilai, dan budaya wisatawan
dengan daerah yang dikunjungi. Selain itu kegiatan pariwisata juga
memerlukan fasilitas-fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi
wisatawan, sehingga menimbulkan kegiatan usaha pariwisata seperti hotel,
restoran, bioskop, tempat hiburan karaoke, biro jasa perjalanan, dan lain-
lain. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya permasalahan dan
konflik tersebut serta untuk menjaga ketertiban, keteraturan dan
memberikan landasan hukum pada sektor pariwisata, maka fungsi perizinan

dalam hal ini TDUP sangatlah penting.

" pPasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.

8 pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.



Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dewasa ini tumbuh dengan
pesat dan berimbas pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan
ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari
kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa
pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan
sosial budaya dan pembentukan citra dagrah.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang sedang
berkembang tidak bisa dipungkiri memiliki potensi pariwisata yang sangat
besar. Kabupaten Kulon Progo yang memiliki juluk&he Jewel Of Java”
ini mulai dikenal melalui beberapa objek wisata alamnya, seperti Kalibiru,
Goa Kiskendo, Waduk Sermo, Pantai Glagah, dan lain-lain. Selain objek
wisata alam utama, juga mulai bermunculan fasilitas hiburan lainya, salah
satunya adalah Tempat hiburan karoke.

Tempat hiburan Karaoke menjadi hal lumrah di kota-kota besar,
tetapi di Kulon Progo yang merupakan daerah sedang berkembang menjadi
suatu hal yang relatif baru. Dengan mulai banyak bermunculan usaha-usaha
pariwisata dan hiburan baru, salah satunya adalah usaha hiburan karoke ini.
Untuk menjawab perkembangan usaha dalam sektor pariwisata ini
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan regulasi baru
dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, untuk

mengantikan regulasi sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

® Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.



Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum.

Pengertian mengenai TDUP sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka
9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, memberikan arti dari

Daftar Usaha Pariwisata, sebagai berikut:

“Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang
berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha
pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Dalam pelaksanaanya, usaha hiburan karoke masih ada saja
pelangaran dalam kegiatanya, seperti masih ada beberapa tempat hiburan
karoke yang masih beroperasi pada bulan Rama@ipalahal berdasarkan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdapat
larangan kegiatan operasi untuk usaha hiburan malam dan karoke selama
bulan Ramadhan. Selain itu terdapat juga peristiwa yang cukup meresahkan
warga sekitar tempat hiburan karaoke, sepgrgristiva salah satu
pengunjung tempat hiburan karaoke yang diduga dibawah pengaruh
minuman keras (miras) masuk pekarangan warga tanpa izin pemilik

rumah!' atas desakan warga dan dialog antara warga sekitar dengan pelaku

19 http:/lyogya.antaranews.com/berita/332622/tempat-karaoke-di-kulon-progo-masih-

beroperasi diakses pada tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.22.

1 http://krjogja.com/read/275194/karaoke-blass-musik-akhirnya-ditutupliakses pada
tanggal 21 Desember 2015, pada jam 22.54.
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usaha tempat hiburan karaoke tersebut, dilakukanlah pemberhentian
operasional oleh pelaku usaha sendiri.

Dengan adanya beberapa peristiwa yang bertentangan dengan norma
hukum yang ada, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh. Oleh karena
itu penyusun mengangkat judul penelitian yaitu, “Pelaksanaan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Kulon
Progo Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata”.

. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengambil
pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tempat hiburan
karaoke di Kabupaten Kulon Progo sudah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata?

2. Bagaimana tindakan instansi terkait terhadap adanya pelanggaran
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh pelaku

usaha hiburan karaoke?



C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo dan
kesesuaian pelaksanaanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.

b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan instansi terkait
terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata oleh tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon

Progo.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo, diharapkan memiliki
manfaat baik secara akademis maupun praktis:
a. Secara Akademis
1) Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat untuk
perkembangan keilmuan akademik, llmu hukum khususnya
Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Administrasi Negara
yang mengambil pembahsaan berkaitan dengan perizinan pada

sektor usaha pariwisata.



2) Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat sebagai
tambahan refrensi karya ilmiah dalam studi Hukum
Administrasi Negara, selain itu juga diharapkan dapat berguna
sebagai bahan tinjauan bagi penilitian sejenis di masa yang

akan datang.

b. Secara Praktis

1) Penilitian ini diharapkan memberikan wawasan secara
akademis kepada masyarakat dan juga pelaku usaha pariwisata
sehingga bisa dijadikan suatu tolak ukur dalam pengambilan
sikap masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2) Penilitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran dan masukan bagi pemangku kebijakan dan
instansi-instansi terkait, dalam rangka menjalankan fungsi
pengaturan dan pengawasan, sehingga dapat diketahui
permasalahan-permasalahan yang ada pada Pelaksanaan Tanda

Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke.

D. Telaah Pustaka
Penyusun menyadari tentunya telah ada beberapa penelitian
sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun
lakukan. Tetapi, perlu ditegaskan bahwa banyak perbedaan-perbedaan

dengan penelitian sebelumnya.
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Sebagai suatu dasar tinjauan, juga bahan penguji keaslian
penelitiaan, sehingga dapat diketahui posisi penelitian yang penyusun
lakukan, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain sebelumnya
berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Penyusun
mengambil beberapa untuk dijadikan suatu tinjauan, sebagai berikut:

Tesis Eko Budi Hartono berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpinadfggnyimpulkan bahwa
pelayanan TDUP Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
Kota Pangkalpinang masih belum baik ini ditunjukan dengan g#ai
seluruh dimensi bernilai negatif, dengan nilai negatif tertingi berada pada
indikator ruang pelayanan. Persamaan dengan penilittan yang penyusun
akan lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian berkaitan dengan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Sedangkan penelitian ini memiliki
perbedaan dengan penilitian yang penyusun lakukan dimana, penelitian ini
terfokus kepada sektor pelayanan TDUP yang dilakukan oleh Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga. Sedangkan penelitian
yang penyusun lakukan terfokus pada pelaksanaan TDUP secara yuridis,
berdasarkan Peraturan Daerah.

Skripsi Alda Fachrian berjudul “Pengawasan Izin Usaha Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

12 Eko Budi Hartono,“Analisis Kualitas Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Pangkalpifiasig’,Program
Pascasarjana Universitas Terbuka Pangkalpinang, 2012.
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Pariwisataan (Studi Pemko Medahi)’menjelaskan bahwa masih banyak
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha
pariwisata di Kota Medan antara lain: kurangnya personil dilingkungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Medan, kurangnya sumber daya
manusia, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya usaha
pariwisata di Kota Medan, Jauhnya usaha pariwisata sehingga tidak
terjangkau petugas, pemilik tidak mendaftarkan usahanya, kurangnya
anggaran yang tersedia khususnya pengawasan dan upaya yang dilakukan
dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam usaha
pariwisata antara lain, menambah personil, mengadakan pelatihan dibidang
pariwisata, menambah sarana dan prasarana yang belum memadai,
menambah anggaran dalam pengawasan, mengadakan sosialisasi kepada
pemegang usaha pariwisata. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan
penelitian yang penyusun lakukan dimana penelitian ini terfokus kepada
pengawasan dari instansi-instansi terkait terhadap lzin Usaha Pariwisata.
Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya terfokus
kepada pengawasan tetapi juga kepada pelaksanaan. Dari segi lokasi
penelitiaan juga memiliki perbedaan dimana penelitian ini dilakukan di Kota
Medan sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan berada di
Kabupaten Kulon Progo.

Skripsi Rigky Nodang Rberjudul “Pemberian Izin Gangguan

terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda

13 Alda Fachrian, “Pengawasan lzin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pariwisataan (Studi Pemko Med&mipsi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
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No.l1 Tahun 2004 Tentang lzin Gangguah)’menyimpulkan dalam
penelitian ini menjelaskan, pemilik restoran dalam pendirian restoran wajib
untuk mengurus lIzin Gangguan, karena restoran merupakan salah satu
obyek dari Izin Gangguan yang ditengarai dapat menimbulkan dampak
gangguan terhadap lingkungan sekitar. Sanksi bagi yang tidak mengajukan
permohonan Izin Gangguan ataupun tidak memperpanjang izin
gangguannya dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan
sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bunga 2 % dari besarnya retribusi
yang terutang, penutupan tempat usaha, pencabutan izin, dan adanya
keharusan membayar uang paksa. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa
kurungan dan denda. Penelitiaan ini memiliki perbedaan dengan penelitian
yang akan penyusun lakukan, dimana dalam penelitian ini memiliki objek
Izin Gangguan Usaha Hiburan (Restoran), sedangkan penelitian yang akan
penulis lakukan memiliki fokus kepada instrumen perizinan usaha
pariwisata dalam hal ini TDUP pada sektor tempat hiburan karoke.

Tulisan Ratna Sari berjudul, “Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke yang Dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengahinenemukan bahwa masih banyak
tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati yang melakukan pelanggaran

norma hukum dan menjalankan usaha hiburan karoke yang jauh dari fungsi

4 Rigky Nodang R, “Pemberian Izin Gangguan terhadap Usaha Hiburan (Restoran) di

Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 tentang Izin Gang&kaipyi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.

15 Ratna Sari, “Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat Hiburan Karaoke

Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tehgalal, Fakultas limu
Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2014.
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hiburan karoke serta rawan tindak asusila. Penelitiaan ini memiliki
kesamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dimana penelitian
ini berfokus kepada Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tempat
Hiburan Karaoke. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dengan
penelitiaan yang akan penulis lakukan dilihat dari segi lokasi, dimana
penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pati sedangkan penelitian
yang akan penyusun lakukan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo.

Tulisan Lidia S. Dusun, “Kewenangan Daerah dalam Mengatur
Pengelolaan Usaha Pariwisata di Kota Man&gadalam kesimpulanya
menyebutkan Perkembangan pariwisata di kota Manado yang semakin
meningkat dengan potensi-potensi pariwisata, mengakibatkan terjadinya
peningkatan segala jenis usaha pariwisata di Manado untuk memfasilitasi
para wisatawan. Kewenangan dari Pemerintah Kota Manado dalam
mengatur pengeloalaan pariwisata terletak pada melaksanakan pendaftaran,
pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata yang diatur dalam
Peraturan Walikota Manado Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Pariwisata. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang
akan penyusun lakukan, dimana dalam penelitian ini lebih meninjau
kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan usaha
pariwisata bedasarkan norma hukum yang ada, sedangkan penelitian yang
akan penyusun lakukan meninjau pelaksanaan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata hiburan karaoke.

'® Lidia S. Dusun, “Kewenangan Daerah Dalam MengatmgPlelaan Usaha Pariwisata
Di Kota Manado” Jurnal, Fakultas Hukum Univrsitas Sam Ratulangi Manado, 2013
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Dari uraian yang ada, dapat dilihat bahwa sudah ada beberapa
penelitian berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ataupun lzin
Pariwisata, akan tetapi penyusun belum menemukan penelitian yang secara
terkhusus mengkaji pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hiburan
Karoke di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menjadi dasar yang

membuktikan orisinalitas penelitian yang akan penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai landasan penelitan yang akan dilakukan, serta sebagai
pisau analisis dalam penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka teoritik.
Untuk itu penulis mengambil beberapa teori untuk dijadikan kerangka
teoritik, sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan

Sejarah berkembangnya negara keejahteraan dapat dilihat dari
perkembangan konsep negara itu sendiri. Pada konsep negara penjaga
malam (actwachtersstaatatau yang sering juga disebut sebagai negara
Legal State keberadaan negara hanya diperkenankan dalam batas-batas
yang sangat sempit. Negara diserupakan sebagai wasit hanya
diperkenankan untuk menjaga keamanan, melindungi kebebasan
berpolitik, menjaga tegaknya hak asasi manusia, serta membebaskan
segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa negara, yang merupakan

bentuk antitesis dari negara berkonsep kekuadslachtsstaat/Political
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Stat§.'” Tetapi pada perkembangannya lahirlah konsep negara
kesejahteraan\Walfare Statgy pada konsep negara kesejahtetaan peran
negara tidak lagi hanya sebatas penegakan HAM dan menjaga kebebasan
ekonomi (pasar) tetapi diperluas dengan kewajiban negara untuk
mensejahterakaan rakyatnya sehingga negara dituntut berperan aktif dalam
menaikan taraf hidup warganya. Dari konsep negara kesejahteraan inilah
lahir asadreies ermessef.

Pada dasarnya negara kesejahteraan berpedoman pada peran negara
yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang juga
berhubungan dengan tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan
pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Secara umum suatu negara
dapat digolonggkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat
pilar utama yaitu : 1pocial citizenship 2) full democracy 3) modern
industrial, 4) right to education and expansion of modern mass education
systemKeempat pilar ini memcirikan negara kesejahteraan karena negara
menerapkan kebijakan sosial sebagai penganugrahaan hak-hak sosial
kepada warganya. Hak sosial ini mendapatkan jaminan selayaknya hak
atas properti serta diberikan bedasarkan basis kewargaan bukan atas dasar

kinerja atau kelas.

' SF Marbun dan Moh. Mahfud MPokok-pokok Hukum Administrasi Negara
(Yaogyakarta: Liberty, 2009), him. 41-44.

8 Miriam Budiarjo,Dasar-dasar lImu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),
him. 108.

¥ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajdtikum Administrasi Negara dan
Kebijakan Pelayanan PublikBandung: Penerbit Nuansa, 2012), him.53-54
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Dianutnyafreies ermessempada negara kesejahteraan, memiliki
konsekuensi dalam bidang legislasi. Dengan bersandar frates
ermessenadministrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk
melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan
masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum dan untuk itu
diperlukan instrumen hukum. Kekuasaan administarsi negara dalam
bidang legislasi ini meliputi;pertama, kewenangan untuk membuat
peraturan atas inisiatif sendikiedua,kekuasaan administrasi negara untuk
membuat peraturan atas dasar delegasi. Atau dengan kata lain membuat
peraturan atas dasar peraturan diatasnya yang belum terpkeigs,
droit function, yaitu kekuasaan administrasi negara untuk menafsirkan
sendiri berbagai peraturan, yang berarti administrasi negara berwenang

mengkoreksi hasil pekerjaan pembuat undang-un#fang.

2. Teori Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa
daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan
dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat
otonom 6treek dan locale rechtsgemeenschappe@au bersifat daerah
admnistratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan

diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun

2 Ridwan HR,Hukum Administrasi NegardJakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 16.
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pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawar&afalan dengan

itu Bagir Manan menyatakan, UUD 1945 menghendaki keikutsertaan
rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. Keikutsertaan
rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh
desentralisasi. Mekanisme hubungan dibidang otonomi berinti pada sistem
rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga daerah akan tampak
kedudukan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Selain itu hubungan otonomi akan terkait pula dengan
susunan organisasi, keuangan dan pengavwasan.

Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu
dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan
kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Justru inilah yang harus
dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti
yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di
daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang

keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewd3a ini.

*! Siswanto Sunarnd{ukum Pemerintah Daerah di Indones{dakarta : Sinar Grafika,
2008), him. 1.

22 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 194¥akarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), him 163.

** Dadang SolihinSstem Pemerintahan dan Pembangunan Dagatkarta :Artifa Duta
Prakarsa, 2008),hIm.55.
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Setidaknya ada 3 (tiga) asas penting dalam pelaksanaan otonomi
daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas
pembantuan.

a. Desentralisasi

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan  kewenangan-kewenangan yang selama ini
tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu,
kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan
daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan
dari pusat ke daerah kabupaten dan kota. Jika dalam kondisi semula arus
kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka
diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus
dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke
daeraft’

Penerapan desentralisasi bukan berarti menghapuskan asas
sentralisasi, karena antara asas desentralisasi dengan asas sentralisasi
tidaklah dikotomis tetapi saling berhubugan. Penerapan asas desentralisasi
yang mengabaikan asas sentralisasi berpotensi menciptakan disintegrasi
pada suatu daerah. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah yang

mengandung kebebasan dalam menjalankan pemerintahan haruslah tetap

** Dadang SolihinSstem Pemerintahan dan Pembangunan Dagdatkarta: Artifa Duta
Prakarsa, 2008),him.53-54.
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dibawah bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat, sehingga tidak
menjelma menjadi sebuah kedaulatan.

Amarah Muslimin membagi desentralisasi menjadi 3 (tiga) macam
yaitu, desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi
kebudayaan. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah
tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh
rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah
pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu
macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baikpun terikat atau
pun tidak pada suatu daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan diartikan
sebagai memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat
menyelenggarakan kebuday&an.

Sehingga, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan
tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan
mengurus penyelengaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan
satuan-satuan pemerintah di tingkat lebih rendah. Sehingga penerepan
desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijakan

pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah. Degan melibatkan

% Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan DaeralBandung: Nusa Media, 2012), him.
67.

** Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi DaeradPetakan Kedua (Bandung:
Alumi 1982), him. 4-5.
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wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelengarakan pemerintahan dan
pembangunafi.

b. Dekonsentrasi

Instituut voor Besturrwetenschappesialam laporan penelitian
tentang organisasi pemerintahan 1975 memberikan arti dekonsentrasi
sebagai penugasaan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai
hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-
tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan
dalam msalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada
badan pemerintahan yang bersangkdtsdehubungan dengan itu Amrah
Muslimin menjabarkan dekonsentrasi sebagai, pelimpahan sebahagian dari
kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di
daerah. Pada hakekatnya alat pemerintah pusat ini melaksanakan
pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil
keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangannnya.
Untuk itu alat yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada
pemerintah pusét.

Senada dengan pendapat di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi dekonsentrasi,

sebagai berikut:

7 Ni‘matul Huda, Hukum Pemerintahan DaerafBandung: Nusa Media, 2012), him.
78.

*® Philipus M. Hadjon, dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesi@Yogyakarta:
Gadjah Mada Universitiy Press, 2008), him. 113.

* Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerdbetakan Kedua (Bandung:
Alumi 1982), him. 4-5.
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“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum?”.

Dari berbagai penjelasan yang ada dapatlah diambil bebrapa poin
penting mengenai asas dekonsentrasi sebagai berikut:
a) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat
kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.
b) Alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki
hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan pusat.
c) Pelimpahan dapat juga dilakukan kepada gubernur dan
bupati/wali kota.
d) Adanya pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dalam
pelaksanaan dekonsentrasi.
c. Tugas Pembantuan
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan definisi tugas pembantuan sebagai,
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
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Berdasar asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro,
sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta
implementasinya. Menurut Koesoemahatmadja, tugas pembantuan sebagai
pemberi kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang
tinggkatanya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemrintah
daerah/pemerintah daerah yang tinggkatanya lebih rendah agar
menyelengarakan tugas atau wurusan rumah tangga daerah yang

tinggkatanya lebih tinggi tersebit.

3. Teori Perizinan

Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan
hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting
(esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma
tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh
penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakanya dapat
diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu
terletak hukum administarsi. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai
“hukum antara™®

Kedudukan Pemerintah sebagai yang berwenang dalam menegakan

Hukum Administrasi Negara tentunya memerlukan instrumen-instrumen

untuk menjalankan tugas serta kewenanganya. Dalam menjalankan tugas-

68.

30 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan DaeralBandung: Nusa Media, 2012), him.

** Philipus M. Hadjon, dkkPengantar Hukum Administrasi IndonesiaYogyakarta :

Gadjah Mada Universitiy Press, 2008), him.45.
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tugas pemerintahan, pemerinah atau admnistrasi negara melakukan
berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen
seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi. Selain itu
pemerintah juga menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan
pemerintahan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan,
keputusan, peraturan kebijaksanaan, instrumen hukum keperdataan,
perizinan, dan lain sebagainifa.

Utrecht memberikan pendapat mengenai definisi Izin (vergunning)
sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan suatu
perbuatan dengan didasarkan pada peraturan yang bersifat konkret dan
tidak umum?®® Adrian Sutedi mengartikan izin sebagai persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk
dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan pengertiaan perizinan adalah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki
oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat! 1zin ini merupakan perbuatan hukum bersegi satu dimana
pelaksaanya adalah pemerintah sebagai bentuk dari fungsi pengaturan dan

pengendalian, selain itu tentunya penerbitan izin tidak bisa dilepaskan dari

2 Ridwan HR,Hukum Administrasi NegardJakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 125.

3 E. Utrecht, “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, dalAdrian Sutedi, Hukum
Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publ{akarta: Sinar Grafika, 2011), him. 167

3 Adrian Sutedi,Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Puyblifakarta: Sinar
Grafika, 2011), him. 168
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arah kebijakan pemerintah yang berkuasa sehingga dalam pelaksanaanya
tidak bisa dilepaskan dari unsur perencanaan yang telah ada dan unsur
politik yang sedang dibangun oleh penguasa.

Dalam Perizinan juga dikenal peristilahan lain yang memiliki
kedudukan dengan izin yaitu dispensasi , konsensi dan lisensi. Dispensasi
menurut WF. Prins diartikan sebagai tinakan pemerintah yang
menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi
hal yang istimewarélaxtio legig. Menurut Ateng Syarifudin, dispensasi
bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya tidak secara normal
tidak diizinkan, jadi dispensasi menyisihkan pelangaran dalam hal
khusus® Jadi dapat diketahui bahwa dispensasi merupakan kebijakan
yang dikeluarkan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah, dalam bentuk
keputusan administrasi negara dengan pertimbangan-pertimbangan
tertentu mengecualikan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lisensi adalah suatu izin
yang memberikan hak untuk menyelengarakan suatu perusahaan. Lisensi
digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang
untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istfmewa.
Selain itu lisensi didasarkan kepada beberapa syarat dan syarat itu
tergantung kepada apa yang mau di lisensikan. Sedangkan konsesi dapat

diartikan sebagai suatu izin berhubungan dengan dengan pekerjaan besar

197.

¥ Ridwan HR,Hukum Administrasi NegargJakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 196-

% |bid, him. 197.
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dimana terdapat kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan
tersebut merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan
hak penyelenggaranya kepadasesionari{pemegang izin) yang bukan
pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi
antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban
serta syarat-syarat tertentu. H.D. van Wijk memberikan batasan hanya
aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang tidak mampu

dijalankan sendirian oleh pemerintah, yang dapat diberikan kdhsesi.

F. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu
rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan,
artinya penelitian tidak berjalan secara acak-acakan. Langkah-langkah
yang diambil harus jelas disertai dengan batasan-batasan tertentu untuk
menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu,
metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai
oleh ilmu tertentu. Penelitian hukum haruslah menggunakan bahasa
hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan

setiap pengemban hukufh.

¥ Ridwan HR,Hukum Administrasi NegardJakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 197.

** Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitan Hukum NormatifMalang:

Bayumedia Publishing, 2012), him. 294.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan fokus
penelitian pada pelaksanaan hukum, atau penelitan yang membahas
bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakaalam penelitian ini
akan ditinjau pelaksanaan hukum dalam pelaksanaan TDUP pada sektor
hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangfeld research,
dengan mengkaji dan meneliti secara langsung di lapangan untuk
mendapatkan data secara terperinci. Untuk mendapatkan data di lapangan
dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, percakapan informal,
wawancara, ataupun telaah dokumen yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis, di mana penelitian ini
berusaha untuk mengambarkan, menguraikan, dan menganalisa,
pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke di Kabupaten
Kulon Progo yang didasarkan Perda No. 6. Tahun 2015.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah
terkait, khususnya di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kulon Progo, serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kulon Progo.

%% zainudin Ali, Metode Penelitian HukungJakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 31
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4. Sumber Data

Secara umum, di dalam penelitian dibedakan antara data yang
diperoleh secara langsung dari lapangan, instansi ataupun masyarakat yang
diteliti (data empiris) dan data yang didapatkan dari bahan pustaka. Data
yang didapatkan langsung dari lapangan disebut dengan data primer atau
data dasar dan yang data yang didapatkan dari bahan pustaka disebut
dengan data sekund®r.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung
melalui penelitian lapangan dan memiliki hubungan langsung dengan
objek penelitian. Data primer didapatkan melalui proses wawancara
dengan narasumber yang ada yaitu Kepala bidang ataupun anggota bidang
instansi pemerintah terkait yang mengelola pada sektor TDUP, selain
wawancara data primer juga bisa didapatkan melalui proses observasi di
lapangan, ataupun melalui telaah dokumen resmi terkait dengan TDUP
hiburan karaoke yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang berwenang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan
pustaka. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini

** Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunfJakarta: Ul-Press, 2014), him. 51.
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digunakan bahan hukum perundang-undangan seperti: Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan, dalam penlitian ini segala pustaka
yang berkaitan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwffsata.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti: kamus hukum dan ensiklopedia hukuBahan hukum tersier

bisa juga didapatkan dari sumber pustaka non-hukum yang mampu

1 peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),
him. 181.

*2 |bid, him. 181.

** Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunfJakarta: Ul-Press, 2014), him. 52.
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mendukung penelitian seperti: bahan-bahan pustaka filsafat, politik,

sosiologi, ekonomi, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, dll.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui dengan

observasi atau pengamatan, percakapan informal, wawancara, ataupun
telaah dokumen yang ada di lapangan. Observasi dilakukan dengan
melakukan pengamatan objek yang akan diteliti, yaitu dengan mengamati
proses kerja instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan
pengawasan TDUP hiburan karoke. Sedangkan wawancara akan dilakukan
dengan melakukan proses tanya jawab dengan kepala bidang ataupun
anggota bidang yang menangani TDUP. Selain wawancara yang bersifat
formal, data bisa juga didapatkan melalui percakapan informal dengan
responden ataupun narasumber terkait. Data bisa juga didapatkan dengan
melakukan telaah dan analisa terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki

oleh instansi pemerintah teerkait yang berhubungan dengan TDUP.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif
dimana, dari metode ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-
analitis, yang berarti analisa akan dilakukan dengan cara menguraikan dan
mengambarkan secara sistematis-logis dalam bentuk kata-kata didasarkan
pada data yang didapatkan selama penelitian di lapangan. Setelah data

dijabarkan secara deskriptif, lalu ditarik sebuah kesimpulan dengan
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menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum

ditarik kepada hal yang bersifat khusus.

. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam menyusun dan menganalisa penelitian
secara sistematis, maka penyusun membuat rencana sistematika penelitian
sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Bab Pendahuluan, dimana dalam Bab ini
berisi Sub-bab sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai kebijakan
publik, asas-asagood governanceyang melandasi kebijakan publik,
tinjauan umum mengenai perizinan, teori serta fungsi perizinan, serta
tinjauan umum mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bab ketiga, berisi gambaran umum pemerintahan Kabupaten Kulon
Progo, profil Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo, profil Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kulon Progo, tinjauan mengenai mekanisme
pelaksanaan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan

karaoke di Kabupaten Kulon Progo.
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Bab keempat, merupakan analisa berkaitan dengan pelaksanaan
dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata hiburan karaoke
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
penelitian ini, serta saran-saran berkaitan dengan masalah yang ditemukan

dalam penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah penyusun analisa, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan
turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Sebelum Peraturan
Daerah ini pengaturan mengenai TDUP diatur melalui Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi. Pada
pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ini terdapat banyak ketidaksesuaian, hal ini terlihat dari masih adanya
pelanggaran-pelanggaran seperti:

a. Masih banyak pelaku usaha tempat hiburan karaoke yang belum
memiliki TDUP.
b. Masih banyak tempat hiburan karaoke berdiri di luar lokasi yang

ditentukan.
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c. Masih banyak tempat hiburan karaoke yang melanggar radius
pendirian usaha.

d. Adanya pelanggaran terhadap jam operasional usaha.

e. Adanya pelanggaran berupa masih beroperasinya tempat usaha
hiburan karaoke di bulan Ramadhan.

f. Adanya dugaan kuat terhadap pelanggaran menerima pengunjung

dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain itu, penyusun juga menemukan dan melakukan analisa
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak berhubungan langsung

dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 seperti:

a. Adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma-norma
di mayarakat.
b. Beredarnya minuman beralkohol ilegal di tempat-tempat hiburan

karaoke.

Pelanggaran yang ada tidak terlepas dari adanya hambatan-

hambatan pada pelaksanaanya seperti:

a. Hambatan berupa keadaan sosial masyarakat, yang belum siap
menerima keberadaan tempat hiburan karaoke.

b. Keberadaan Tanah Milik PakualamaRakualaman Ground
menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha untuk memenuhi

Syarat-syarat yang ditentukan.
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c. Belum adanya Peraturan Bupati sebagi Peraturan Pelaksana
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

d. Belum siapnya instansi-instansi terkait, seperti terbatasnya jumlah
personil/pegawai yang berwenang terhadap penyelenggaraan
TDUP.

e. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha pariwsata.

2. Terkait dengan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun
2015 oleh tempat-tempat hiburan karaoke, hingga saat ini Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai instansi terkait belum
mengambil tindakan berupa sanksi penutupan usaha ataupun sanksi
pidana. Tindakan yang diambil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
hanya berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada
pelaku usaha tempat hiburan karaoke terkait kepemilikan TDUP

dan/atau lokasi pendirian yang tidak sesuai ketentuan.

B. Saran
Dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran dan ketidaksesuaian
pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwsata tempat hiburan karaoke dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015, maka
penyusun merasa perlu memberikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah harus lebih aktif menjembatani dan memfasilitasi

antara pengusaha hiburan karaoke dengan pihak Pakualaman guna
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mempermudah pemenuhan persyaratan yang diperlukan berkaitan

dengan keberadaan Tanah Milik PakualanRak(alaman Ground

. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga dalam melakukan pembinaan hendaknya tidak hanya berfokus
kepada pelaku usaha, tetapi juga perlu dilakukan pembinaan kepada
masyarakat sekitar tempat hiburan karaoke. Sembari melakukan

pembinaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga hendaknya tetap
melakukan tindakan tegas berupa penutupan usaha yang melakukan
pelanggaran.

. Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif dan juga legislatif, agar bisa

segera menyegerakan adanya Peraturan Bupati, sesuai yang
diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Untuk sementara waktu guna mencegah kekosongan hukum selama
belum diundangkanya Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat
menetapkan kebijakan-kebijakan strategis sementara beserta peraturan
kebijakanya dengan tetap berpedoman dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Layak.

. Diperlukan adanya penambahan pegawai/personil di Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata, selain itu diperlukan juga adanya

pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
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